
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU 

NOMOR?TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan peninjauan kembali atas struktur 

dan besamya tarif retribusi izin trayek yang sudah 

tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian saat ini, maka perlu diadakan 

Perubahan Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Izin 

Trayek di Kabupaten Kepulauan Aru; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 

ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Retribusi Izin Trayek dalam mendukung 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan 

Perubahan Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Izin 

Trayek di Kabupaten Kepulauan Aru; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 

Kepulauan Aru Provinsi Maluku (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350); 



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perim.bangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

119 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161 ) ;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221 ) ;  



Menetapkan 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di J alan 

dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5346); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5317) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5468); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594); 

14 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 

Tahun 2014 ten tang Retribusi Izin Trayek (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru Nomor 4); 

15 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 Nomor 

03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Aru Nomor 3) .  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru. 

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana 

Otonomi Daerah di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten. 

5. Pejabat adalah Pegawai Yang diberi tugas tertentu dibidang Perhubungan 

sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

7. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor um um untuk pelayanan jasa 

angkutan orang dengan mobil/bus yang mempunyai asal dan tujuan 

pelayanan tetap, serta lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak 

berjadwal dalam wilayah Kabupaten. 

8 .  Izin trayek yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan kepada 
orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan 

penumpang umum pada trayek tertunjuk. 

9 .  Pengusaha angkutan umum yang selanjutnya disebut pengusaha adalah 

setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di 

bidang angku tan um um. 

10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 

sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat 

duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi. 

1 1.  Mobil Bus adalah setiap kendaraan berrnotor yang dilengkapi lebih dari 8 

(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

12.  Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 

13 .  Angkutan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan 

barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran. 

14. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 



15. Retribusi izin trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah 

pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk 

menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau 

beberapa trayek tertentu dalam wilayah tertentu. 

16 .  Badan adalah bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau 

Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, 

Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, 

dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. 

17 .  Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 

terhutang. 

18.  Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/ atau denda. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Izin dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 

pemberian izin trayek. 

Pasal 3 

Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk 

menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa 

trayek tertentu. 

Pasal 4 

( 1 )  Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/memiliki pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor; 

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 

izin trayek. 

Pasal 5 

(1 )  Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 )  wajib dimiliki oleh setiap 

pengusaha di daerah. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  disesuaikan dengan jumlah 

sarana angkutan umum yang dimiliki. 



(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  diberikan oleh Bupati 

berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh pengusaha yang telah 

memenuhi persyaratan. 

(4) Ketentuan tentang cara permohonan dan persyaratan perizinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), menjadi wewenangan Dinas Perhubungan sesuai 

peraturan yang berlaku. 

Pasal 6 

( 1 )  Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah 5 (lima) 

tahun. 

(2) Setiap tahun pemegang izin wajib melalrukan pembaharuan Kartu 

Pengawasan. 

(3) Untuk melakukan pembaharuan Kartu Pengawasan, pengusaha wajib 

memeriksakan kendaraannya. 

() Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin, 

pengusaha sudah harus mengajukan permohonan perpanjangan. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 7 

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai Perizinan Tertentu. 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 8 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jurnlah izin yang diberikan dan 

jenis angkutan penumpang umum. 

B AB V  

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 9 

( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan srtuktur dan besarnya tarif Retribusi 

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya 

penyelenggaraan pemberian izin trayek. 

(2) Bia ya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan 

hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin 

terse but. 



BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 10 

(  1 )  Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan um um dan daya 

angkut kendaraan umum. 

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

pasal ini adalah sebagai berikut: 

No Objek retribusi Besar Tarif Keterangan 
Retribusi 

1 2 3 4 

Pemberian Izin Trayek : 

a. 12 tempat duduk (seat) Rp. 1 .000.000,­  Per kendaraan 
1 

b. 16 tempat duduk (seat) Rp. 1 .200.000,­ PerTahun 

Pemberian Izin Insidentil : 

2 a. 12 tempat duduk (seat) Rp. 20.000,­ Per kendaraan 

b. 16 tempat duduk (seat) Rp. 30.000,­ Per Izin 

(3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 1 1  

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek 

diberikan. 

BAB VIII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 12 

Masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun. 

Pasal 13 

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 



I 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 14 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka struktur dan besamya tarif 
retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1 )  Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin 

Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi. 

B AB X  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1 5  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Aru. 

Ditetapkan di Dobo 
pada tanggal 22 010Ep 2,019 

1BUPATI KEPULAUAN AR� 

¢ 
� JOHAN GONGA 

Diundangkan di Dobo 
pada tanggal \ 0¥16E@ 0\9 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

TAHUN 2019 NOMOR 22 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KUM DAN HAM, 

1 
NOVY EDWIN M. SOLISSA 


